BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR …… TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah Kabupaten Sumedang masih dihadapkan pada belum terintegrasinya basis data armada, trayek, dan legalitas kendaraan pada satu sumber rujukan, sehingga pengawasan, pembinaan, dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis bukti;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 menempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada misi menguatkan birokrasi profesional dan responsif serta misi meningkatkan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan, dengan sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas, rasio konektivitas, dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
c. bahwa untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan penguatan tata kelola angkutan jalan berbasis data terintegrasi melalui suatu ekosistem mobilitas cerdas yang menghubungkan Pemerintah Daerah, operator, koperasi angkutan, organisasi angkutan darat, pengemudi, dan masyarakat pengguna dalam satu tata kelola data dan proses yang terpadu;
d. bahwa penyelenggaraan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam huruf c melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga memerlukan pengaturan mengenai kedudukan para pihak, tata kelola dan kepemilikan data, pelindungan kekayaan intelektual, pelindungan data pribadi, pelindungan pengguna jasa dan pengemudi, serta pembatasan yang menjamin bahwa pelayanan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tetap diberikan tanpa pungutan;
e. bahwa Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Transformasi Digital memberi ruang pelibatan pihak lain dalam pengembangan teknologi digital, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam penyelenggaraan inovasi daerah dengan Peraturan Bupati;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ekosistem Mobilitas Cerdas Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang;



	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 56/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184/BI);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Transformasi Digital (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 64);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 44);



MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN EKOSISTEM
MOBILITAS	CERDAS	ANGKUTAN	JALAN	DI	KABUPATEN SUMEDANG.


BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Angkutan Orang dalam Trayek adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang dilaksanakan dalam jaringan trayek.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
12. Armada adalah kendaraan bermotor umum yang tercatat dalam EMC dan digunakan oleh Operator untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang di Daerah sesuai dengan jenis pelayanan, Trayek dan/atau wilayah operasi serta perizinan yang berlaku.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Armada dan telah memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan orang.
15. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah turunan dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang berlaku untuk setiap Armada.
16. Uji Berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh UPTD PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Organisasi Angkutan Darat yang selanjutnya disebut Organda adalah organisasi pengusaha angkutan darat yang berkedudukan di Daerah.
18. Koperasi Angkutan adalah badan hukum koperasi yang anggotanya terdiri atas pemilik dan/atau pengusaha Armada di Daerah.
19. Operator adalah Perusahaan Angkutan Umum, Koperasi Angkutan, dan/atau pemilik Armada yang menyelenggarakan pelayanan angkutan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ekosistem Mobilitas Cerdas yang selanjutnya disingkat EMC adalah tata kelola penyelenggaraan angkutan jalan berbasis data terintegrasi yang menghubungkan Pemerintah Daerah, Operator, Organda, Koperasi Angkutan, Pengemudi, dan Pengguna Jasa dalam satu rujukan data dan proses yang terpadu, yang secara operasional dikenal dengan sebutan Smart Mobility Ecosystem.
21. Platform adalah Sistem Elektronik milik pihak ketiga yang digunakan untuk mengoperasikan EMC dan bukan merupakan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.
22. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
23. Penyelenggara Platform adalah badan hukum Indonesia yang terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan Platform serta menjalankan fungsi integrasi EMC berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
24. Simpul Data Pemerintah adalah aplikasi dan basis data milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada infrastruktur Pemerintah Daerah, yang menjadi sumber resmi Data Induk Pemerintahan dalam EMC beserta antarmuka pertukaran datanya.
25. Data Induk Pemerintahan adalah Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang keabsahannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi Daftar Induk, e-Trayek, status legalitas resmi, dan keluaran administrasi pemerintahan lainnya.
26. Data Operasional Ekosistem adalah data yang timbul dari penyelenggaraan Layanan Ekosistem, meliputi pemesanan, transaksi, dan interaksi pengguna.
27. Sumber Kebenaran Data Tunggal yang selanjutnya disebut SKDT adalah satu rujukan data resmi mengenai Armada, Trayek, Operator, dan status legalitas yang digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan EMC, yang untuk Data Induk Pemerintahan berkedudukan pada Simpul Data Pemerintah.
28. Daftar Induk adalah kumpulan data Armada aktif beserta keterkaitannya dengan jenis pelayanan dan/atau Trayek, Operator, dan status legalitas yang telah divalidasi dan ditetapkan sebagai bagian dari SKDT.
29. Paspor Digital Armada adalah identitas digital setiap Armada yang memuat rekapitulasi status dokumen legalitas dan dapat diverifikasi melalui pemindaian kode respons cepat.
30. Registrasi Trayek Digital yang selanjutnya disebut e-Trayek adalah register digital jaringan Trayek beserta geometri lintasan dan titik perhentiannya yang ditetapkan sebagai rujukan penataan jaringan Trayek.
31. Dasbor Pimpinan adalah antarmuka penyajian situasi penyelenggaraan angkutan jalan secara terpadu bagi pimpinan Daerah dan Dinas, yang secara operasional dikenal dengan sebutan Command Center.
32. Layanan Domain Publik adalah layanan dalam EMC yang merupakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Layanan Ekosistem adalah layanan bernilai komersial dalam EMC yang diselenggarakan atas dasar hubungan keperdataan antara Penyelenggara Platform dengan Operator, Pengemudi, Pengguna Jasa, dan/atau mitra lainnya.
34. Biaya Layanan Platform adalah imbalan jasa yang diperjanjikan atas penggunaan Layanan Ekosistem, yang bukan merupakan pajak daerah, retribusi daerah, atau pungutan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
35. Nilai Transaksi Bruto adalah keseluruhan nilai yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa atas suatu transaksi Layanan Ekosistem.
36. Setelmen Sisi Penyedia adalah penyelesaian hak atas Nilai Transaksi Bruto kepada Operator dan/atau Pengemudi setelah diperhitungkan Biaya Layanan Platform dan biaya pemrosesan pembayaran.
37. Tarif Resmi adalah tarif angkutan orang dalam trayek yang wilayah pelayanannya berada dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah data yang dihasilkan dari dan/atau digunakan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk data Armada, Trayek, Operator, perizinan, dan pengujian berkala.
39. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.
40. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan aktivitas jasa pembayaran.
41. Quick Response Code Indonesian Standard yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standar kode respons cepat untuk pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
42. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang memuat komitmen bersama untuk melaksanakan kerja sama daerah.
43. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan EMC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.
45. Forum Tata Kelola Ekosistem yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi dan evaluasi para pemangku kepentingan EMC yang dibentuk oleh Bupati.
46. Standar Tingkat Layanan EMC yang selanjutnya disingkat STL EMC adalah tolok ukur mutu penyelenggaraan Layanan Domain Publik dan Layanan Ekosistem dalam EMC yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dituangkan lebih lanjut dalam PKS.

Pasal 2
Penyelenggaraan EMC dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. keadilan dan keseimbangan;
d. kesukarelaan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kedaulatan dan pelindungan data;
g. nondiskriminasi;
h. keselamatan dan keamanan;
i. kemitraan dan gotong royong; dan
j. keberlanjutan.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Platform, Operator, Organda, Koperasi Angkutan, Pengemudi, dan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan EMC di Daerah.
Pasal 4
Penyelenggaraan EMC bertujuan untuk:
a. mewujudkan SKDT bidang angkutan jalan di Daerah;
b. meningkatkan mutu, kepastian, dan keterjangkauan pelayanan angkutan orang dalam trayek;
c. meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis, laik jalan, dan legalitas Armada;
d. mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti dalam penataan jaringan Trayek, penetapan Tarif Resmi, dan kebijakan subsidi;
e. memperkuat kemitraan antara Pemerintah Daerah, Operator, Organda, Koperasi Angkutan, Pengemudi, dan masyarakat;
f. mendorong keberlanjutan usaha angkutan dan peningkatan kesejahteraan Pengemudi di Daerah; dan
g. menjamin pelindungan Pengguna Jasa dan Data Pribadi dalam penyelenggaraan angkutan berbasis Sistem Elektronik.
Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kedudukan dan prinsip penyelenggaraan;
b. arsitektur dan komponen EMC;
c. kelembagaan dan pembagian peran;
d. Penyelenggara Platform;
e. tata kelola data, kekayaan intelektual, dan interoperabilitas;
f. pelindungan Data Pribadi dan keamanan informasi;
g. Layanan Domain Publik;
h. Layanan Ekosistem dan Biaya Layanan Platform;
i. pembayaran nontunai;
j. kemitraan dan kerja sama daerah;
k. pelindungan Pengguna Jasa, Pengemudi, dan Operator;
l. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
m. tindakan administratif terhadap Penyelenggara Platform; dan
n. pendanaan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 6
(1) EMC merupakan subsistem dari sistem informasi dan komunikasi LLAJ pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LLAJ.
(2) EMC diselenggarakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transformasi digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
(3) EMC ditetapkan sebagai inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai inovasi daerah.
(4) Objek inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah model tata kelola EMC dan Layanan Domain Publik, bukan Platform.
Pasal 7
(1) Penyelenggaraan EMC tidak mengurangi, mengalihkan, atau menggantikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
(2) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, penerbitan KP, penyelenggaraan Uji Berkala, penetapan rencana umum jaringan Trayek, dan penetapan Tarif Resmi tetap menjadi kewenangan Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) EMC berfungsi sebagai sarana pendukung pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak menjadi dasar keabsahan suatu keputusan tata usaha negara.
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Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan
Pasal 8
Penyelenggaraan EMC dilaksanakan dengan prinsip:
a. kedaulatan data, yaitu Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dihasilkan dari dan/atau digunakan dalam EMC berada dalam penguasaan dan tata kelola Pemerintah Daerah serta merupakan aset data Pemerintah Daerah;
b. keterbukaan pasar, yaitu penetapan Penyelenggara Platform bersifat sementara, tidak menutup penyelenggaraan sistem elektronik lain di Daerah, dan tidak menghalangi pihak lain terhubung pada EMC melalui antarmuka terbuka;
c. nondiskriminasi digital, yaitu Pengguna Jasa, Pengemudi, dan Operator yang tidak menggunakan Platform tidak boleh dirugikan atau dikurangi haknya;
d. kesukarelaan, yaitu penggunaan Layanan Ekosistem tidak boleh diwajibkan;
e. nirpungutan atas layanan wajib, yaitu Layanan Domain Publik diberikan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun;
f. keterbukaan harga, yaitu setiap komponen biaya dalam transaksi wajib ditampilkan secara terpisah dan dapat dibaca sebelum transaksi dilakukan;
g. pemisahan kekayaan intelektual, yaitu kekayaan intelektual Pemerintah Daerah dan kekayaan intelektual Penyelenggara Platform ditetapkan secara tegas dan tidak saling meniadakan;
h. interoperabilitas dan standar terbuka;
i. akuntabilitas dan keterlacakan; dan
j. keselamatan dan keamanan pengguna.

BAB III
ARSITEKTUR DAN KOMPONEN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS
Pasal 9
(1) EMC dibangun di atas SKDT yang memuat paling sedikit data Armada, Operator dan pemilik Armada, Trayek dan titik perhentian, serta status dokumen legalitas Armada dan Pengemudi.
(2) Setiap layanan dalam EMC dapat membaca SKDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hak akses masing-masing.
(3) Perubahan Data Induk Pemerintahan hanya ditetapkan melalui Simpul Data Pemerintah; Platform dan layanan lain hanya menyampaikan data dan/atau usulan perubahan melalui antarmuka pertukaran data.
(4) Dinas menetapkan Daftar Induk sebagai bagian dari SKDT berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(5) Kedudukan penguasaan data dalam EMC ditentukan sebagai berikut:
a. Data Induk Pemerintahan berkedudukan pada Simpul Data Pemerintah dan hanya sah apabila ditetapkan melalui Simpul Data Pemerintah; dan
b. Data Operasional Ekosistem berkedudukan pada Platform.
(6) Platform dapat menampilkan cerminan Data Induk Pemerintahan kepada pengguna, tetapi tidak menentukan keabsahannya.
Pasal 10
(1) Komponen EMC terdiri atas:
a. komponen Layanan Domain Publik; dan
b. komponen Layanan Ekosistem.

(2) Komponen Layanan Domain Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. basis data terpadu angkutan dan Daftar Induk;
b. e-Trayek;
c. Paspor Digital Armada dan sarana verifikasi;
d. penghitungan status legalitas secara otomatis; dan
e. Dasbor Pimpinan.
(3) Komponen Layanan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. kanal layanan masyarakat untuk pemesanan dan pencatatan perjalanan;
b. kanal kolaborasi Operator, Koperasi Angkutan, dan Organda;
c. kanal layanan institusional; dan
d. layanan	bernilai	tambah	lainnya	yang	tidak	bertentangan	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rincian arsitektur dan komponen EMC tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11
(1) Komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dioperasikan melalui antarmuka yang dibedakan menurut kelompok pengguna.
(2) Pembedaan antarmuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan perbedaan isi data pada SKDT.
(3) Perubahan dan/atau penambahan komponen EMC ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan Forum dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN PEMBAGIAN PERAN
Pasal 12
(1) Dinas merupakan penanggung jawab penyelenggaraan EMC di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bertugas:
a. menetapkan dan memelihara SKDT serta Daftar Induk melalui Simpul Data Pemerintah;
b. menyusun standar data dan kamus data EMC;
c. melaksanakan rekonsiliasi data Armada dan Trayek;
d. menetapkan e-Trayek sebagai rujukan penataan jaringan Trayek;
e. menerbitkan dan mencabut Paspor Digital Armada;
f. mengoperasikan Dasbor Pimpinan;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan EMC; dan
h. menyusun laporan penyelenggaraan EMC kepada Bupati.
(3) Dinas berkedudukan sebagai produsen data bidang perhubungan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.


Pasal 13
Dalam penyelenggaraan EMC:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi walidata, pengelolaan pusat data dan Simpul Data Pemerintah, pembinaan keamanan informasi, dan penyelarasan dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, riset, dan inovasi melaksanakan fasilitasi penetapan, penilaian, dan pelaporan inovasi daerah;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah melaksanakan pembinaan terhadap aspek keuangan dan aset dalam kerja sama;
d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan telaah hukum atas rancangan PKS dan dokumen turunannya; dan
e. UPTD PKB melaksanakan pemutakhiran data hasil Uji Berkala pada SKDT.
Pasal 14
(1) Organda, Koperasi Angkutan, dan Operator berperan serta dalam penyelenggaraan EMC melalui:
a. penyampaian dan pemutakhiran data Armada, pemilik Armada, dan keanggotaan;
b. sosialisasi kepada anggota dan Pengemudi;
c. penyampaian usulan dan keberatan atas penyelenggaraan Layanan Ekosistem; dan
d. keikutsertaan dalam Forum.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela dan tidak menghapuskan kewajiban Operator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan hak atas bagian dari Biaya Layanan Platform.
Pasal 15
(1) Bupati membentuk Forum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. Dinas;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, riset, dan inovasi;
d. Organda;
e. Koperasi Angkutan;
f. perwakilan Pengemudi;
g. perwakilan Pengguna Jasa; dan
h. Penyelenggara Platform.
(3) Forum bertugas:
a. memberikan pertimbangan atas rencana pengembangan EMC;
b. mengevaluasi dampak penyelenggaraan Layanan Ekosistem terhadap Pengemudi, Operator, dan Pengguna Jasa;
c. membahas laporan penyelenggaraan, hasil evaluasi, dan rekapitulasi pengaduan; dan
d. membahas penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan EMC.
(4) Forum tidak berwenang menetapkan, menyetujui, atau menolak besaran Biaya Layanan Platform.
(5) Forum bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB V PENYELENGGARA PLATFORM
Bagian Kesatu Persyaratan dan Penetapan
Pasal 16
Untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara Platform, pihak ketiga harus memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum Indonesia;
b. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki	kemampuan	teknis	dan	sumber	daya	untuk	membangun, mengoperasikan, dan memelihara Platform;
d. menyatakan kesanggupan memenuhi standar data, interoperabilitas, keamanan informasi, dan STL EMC yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
e. menyatakan	kesanggupan	membangun	dan	menyerahkan	Simpul	Data Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
f. menyatakan kesanggupan tidak memungut biaya apa pun atas Layanan Domain Publik; dan
g. tidak sedang dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai Penyelenggara Platform oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 17
(1) Penyelenggara Platform ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah:
a. penawaran dan/atau prakarsa calon mitra telah dikaji oleh TKKSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah dengan pihak ketiga, termasuk penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b. diperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika mengenai kelaikan sistem, keamanan informasi, dan kesesuaian dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah; dan
c. PKS ditandatangani oleh para pihak.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Penyelenggara Platform, lingkup komponen EMC yang diselenggarakan, jangka waktu penetapan, hak dan kewajiban pokok, serta ketentuan evaluasi.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon mitra yang memenuhi persyaratan, pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
(5) Ringkasan hasil kajian dan dasar penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada publik.
(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengecualikan rahasia dagang, Data Pribadi, informasi keamanan sistem, dan

informasi lain yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
Pasal 18
(1) Fungsi integrasi teknis EMC yang meliputi interoperabilitas antara Platform dan Simpul Data Pemerintah, dukungan teknologi bagi penyelenggaraan Layanan Domain Publik, integrasi Layanan Ekosistem, serta pertanggungjawaban tingkat layanan atas komponen yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Platform, dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyelenggara Platform untuk setiap masa berlaku PKS.
(2) Penyelenggaraan Layanan Domain Publik tetap dilakukan oleh Dinas melalui Simpul Data Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan tidak dialihkan kepada Penyelenggara Platform.
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan objektif akan satu rujukan data, satu keterlacakan transaksi, dan satu pihak yang bertanggung jawab atas tingkat layanan, serta tidak dimaksudkan sebagai pemberian hak istimewa.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak memberikan:
a. hak tunggal untuk menyelenggarakan layanan mobilitas di Daerah;
b. jaminan pangsa, jaminan pendapatan, atau jaminan perpanjangan; dan
c. hak untuk menghalangi penyelenggaraan sistem elektronik lain di Daerah.
(5) Operator, Pengemudi, dan Pengguna Jasa bebas menggunakan atau tidak menggunakan Platform, dan bebas menggunakan sistem elektronik lain.
(6) Penyelenggara sistem elektronik lain berhak terhubung dengan EMC melalui antarmuka terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sepanjang memenuhi standar data, keamanan informasi, pelindungan Data Pribadi, dan persyaratan teknis keterhubungan.
(7) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbatas pada data dan layanan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan PKS memang dapat dipertukarkan, dan tidak mencakup Data Operasional Ekosistem, antarmuka komersial, atau kekayaan intelektual Penyelenggara Platform.
(8) Pada saat masa berlaku PKS berakhir, penetapan Penyelenggara Platform berikutnya dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
(9) Penyelenggara Platform sebelumnya tidak memiliki hak keutamaan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (8), namun rekam jejak kinerja, kemampuan teknis, dan kesinambungan layanan tetap dapat dinilai sebagai kriteria objektif.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Pasal 19
Penyelenggara Platform berhak:
a. memperoleh akses terhadap data yang diperlukan untuk penyelenggaraan EMC sesuai dengan lingkup, tujuan, dan pembatasan yang ditetapkan dalam PKS;
b. menerima Biaya Layanan Platform atas Layanan Ekosistem sesuai dengan perjanjian dengan pengguna layanan;
c. mempertahankan kepemilikan kekayaan intelektual atas Platform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
d. menggunakan	penyebutan	keterhubungan	dengan	Pemerintah	Daerah sepanjang tidak menimbulkan kesan memiliki kewenangan pemerintahan; dan
e. memperoleh kepastian jangka waktu, tata cara evaluasi, dan tata cara pengakhiran kerja sama.
Pasal 20
(1) Penyelenggara Platform wajib:
a. menyelenggarakan Platform secara andal, aman, dan berkesinambungan sesuai STL EMC;
b. menyediakan dukungan teknologi, interoperabilitas, dan layanan teknis yang diperlukan bagi penyelenggaraan Layanan Domain Publik tanpa memungut biaya kepada Pemerintah Daerah, Operator, Pengemudi, dan Pengguna Jasa;
c. membangun, memutakhirkan, dan menyerahkan Simpul Data Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
d. menerapkan standar data, kamus data, dan standar interoperabilitas yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
e. menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi dan mekanisme pertukaran data dalam format terbuka;
f. menjamin bahwa Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tetap dapat diakses, disalin, dan dipindahkan oleh Pemerintah Daerah setiap saat;
g. menampilkan setiap komponen biaya secara terpisah dan terbaca sebelum transaksi dilakukan;
h. menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan menindaklanjutinya sesuai STL EMC;
i. melindungi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
k. bersedia dilakukan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
l. melakukan alih pengetahuan kepada aparatur pada Dinas; dan
m. melaksanakan serah terima data dan dokumentasi pada saat berakhirnya kerja sama.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam PKS.
Pasal 21
(1) Penyelenggara Platform dilarang:
a. bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum;
b. menetapkan, mengubah, atau menyimpangi Tarif Resmi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c. membebankan Biaya Layanan Platform kepada Pengguna Jasa sebagai tambahan di atas Tarif Resmi;
d. memungut biaya dalam bentuk apa pun atas Layanan Domain Publik;
e. menjadikan penggunaan Platform sebagai syarat memperoleh Layanan Domain Publik;
f. memberikan akses Layanan Ekosistem kepada Armada yang tidak memiliki izin dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
g. menerbitkan uang elektronik, menyediakan saldo pengguna, dompet elektronik, atau fasilitas pengisian ulang dana;
h. memperjualbelikan Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan/atau Data Pribadi;
i. menggunakan data yang diperoleh dari EMC untuk keperluan di luar lingkup dan tujuan yang ditetapkan dalam PKS;
j. melakukan tindakan yang mengakibatkan ketergantungan teknologi yang menghalangi peralihan penyelenggaraan kepada pihak lain; dan
k. menyatakan atau menimbulkan kesan bahwa Platform memiliki kewenangan menerbitkan perizinan, menetapkan status legalitas, atau melakukan penindakan.
(2) Penggunaan Platform oleh Pengemudi tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan kerja antara Pengemudi dan Penyelenggara Platform.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi penentuan ada atau tidaknya hubungan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 22
(1) Penetapan sebagai Penyelenggara Platform berlaku selama jangka waktu PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan berakhir dengan sendirinya pada saat PKS berakhir.
(2) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap Penyelenggara Platform paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan STL EMC, kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan, keamanan sistem, dampak terhadap Pengemudi dan Operator, serta kemanfaatan bagi Daerah dan masyarakat.
(4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan dibahas dalam Forum.

BAB VI
TATA KELOLA DATA, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN INTEROPERABILITAS
Bagian Kesatu Rekonsiliasi dan Standar Data
Pasal 23
(1) Dinas melaksanakan rekonsiliasi antara register Armada dan Trayek pada Dinas dengan data pada Platform.
(2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai Daftar Induk.
(3) Daftar Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan tunggal bagi seluruh unit kerja pada Dinas dan seluruh komponen EMC.
(4) Rekonsiliasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 24
(1) Kepala Dinas menetapkan standar data dan kamus data EMC dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
(2) Standar data dan kamus data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat definisi, format, satuan, klasifikasi, dan aturan validasi setiap unsur data.
(3) Setiap perubahan standar data dan kamus data diberitahukan kepada Penyelenggara Platform paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlaku.

Bagian Kedua
Kepemilikan Data dan Simpul Data Pemerintah
Pasal 25
(1) Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dihasilkan dari dan/atau digunakan dalam EMC berada dalam penguasaan dan tata kelola Pemerintah Daerah serta merupakan aset data Pemerintah Daerah.
(2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beralih karena data tersebut disimpan, diolah, atau ditampilkan pada Platform.
(3) Penyelenggara Platform memproses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sepanjang pemrosesan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Daerah berhak memperoleh salinan lengkap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dalam format terbuka yang dapat diolah kembali.
(5) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak subjek data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Simpul Data Pemerintah sebagai sumber resmi Data Induk Pemerintahan dalam EMC.
(2) Penetapan Daftar Induk, penetapan e-Trayek, penghitungan dan penetapan status legalitas resmi, penerbitan dan pencabutan Paspor Digital Armada, serta keluaran administrasi pemerintahan lainnya dilakukan melalui Simpul Data Pemerintah.
(3) Platform menampilkan cerminan Data Induk Pemerintahan kepada pengguna dan menyampaikan data serta usulan perubahan melalui antarmuka pertukaran data, dan tidak menjadi penentu keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Simpul Data Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. merupakan aplikasi khusus milik Pemerintah Daerah;
b. ditempatkan pada pusat data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
c. kode sumbernya diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Daerah serta disimpan pada repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
d. disinkronkan dengan Platform secara dua arah melalui antarmuka pertukaran data.
(5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
a. perubahan status legalitas Armada dan Pengemudi disinkronkan sesegera mungkin setelah perubahan terjadi dan paling lambat sesuai batas waktu dalam STL EMC; dan
b. data lainnya disinkronkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Platform dan data pada Simpul Data Pemerintah, data pada Simpul Data Pemerintah yang berlaku sebagai Data Induk Pemerintahan.
(7) Platform bukan merupakan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah, melainkan Sistem Elektronik milik pihak ketiga yang aksesnya diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan PKS.

(8) Kewajiban penempatan aplikasi pada pusat data Pemerintah Daerah dan kewajiban penyerahan kode sumber sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transformasi digital dilaksanakan terhadap Simpul Data Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(9) Dalam hal Pemerintah Daerah membiayai pembangunan suatu modul tertentu, modul tersebut diperlakukan sebagai aplikasi khusus milik Pemerintah Daerah dan tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (9) dan ayat (10).

Bagian Ketiga Kekayaan Intelektual
Pasal 27
(1) Kekayaan intelektual dalam penyelenggaraan EMC dibedakan menjadi:
a. kekayaan intelektual Pemerintah Daerah;
b. kekayaan intelektual Penyelenggara Platform; dan
c. kekayaan intelektual bersama.
(2) Kekayaan intelektual Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi model tata kelola EMC, rancang bangun proses bisnis pemerintahan, standar dan kamus data, standar operasional prosedur, kode sumber Simpul Data Pemerintah, serta dokumentasi dan karya lain yang memenuhi persyaratan sebagai objek kekayaan intelektual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Daftar Induk, e-Trayek, Data Induk Pemerintahan, dan hasil administrasi pemerintahan merupakan aset data dan dokumen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan bukan merupakan objek kekayaan intelektual kecuali memenuhi persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikomersialisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai inovasi daerah.
(5) Kekayaan intelektual Penyelenggara Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kode sumber Platform, arsitektur perangkat lunak, kerangka kerja aplikasi, mesin basis data, algoritma, antarmuka pengguna, pustaka, antarmuka pemrograman aplikasi milik sendiri, merek, dan dokumentasi teknis Platform, baik yang telah ada sebelum kerja sama maupun yang dikembangkan selama kerja sama dengan pembiayaan sendiri.
(6) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi milik Penyelenggara Platform dan tidak beralih kepada Pemerintah Daerah karena Platform digunakan untuk mendukung penyelenggaraan EMC atau karena EMC ditetapkan sebagai inovasi daerah.
(7) Penyelenggara Platform memberikan lisensi penggunaan komponen pendukung Layanan Domain Publik pada Platform kepada Pemerintah Daerah yang bersifat noneksklusif, tanpa biaya, dan tidak dapat ditarik kembali selama jangka waktu kerja sama.
(8) Kekayaan intelektual bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pembagian hasilnya ditetapkan dalam PKS.
(9) Dalam hal Pemerintah Daerah memesan dan membiayai pembangunan suatu modul, kepemilikan Pemerintah Daerah hanya mencakup keluaran yang secara khusus dipesan dan dibiayai tersebut sebagaimana diidentifikasi dalam kontrak.
(10) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencakup kekayaan intelektual yang telah ada sebelumnya, inti Platform, kerangka kerja, pustaka bersama, perkakas pengembangan, algoritma, dan komponen guna ulang milik Penyelenggara Platform yang digunakan dalam modul tersebut.
(11) Terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Penyelenggara Platform memberikan lisensi penggunaan kepada Pemerintah Daerah sepanjang diperlukan untuk mengoperasikan modul dimaksud.

Bagian Keempat
Interoperabilitas, Kesinambungan, dan Pengakhiran
Pasal 28
(1) Platform wajib memenuhi standar interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data dengan Simpul Data Pemerintah, sistem elektronik Pemerintah Daerah lainnya, dan sistem elektronik pihak lain.
(2) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antarmuka pemrograman aplikasi dengan menggunakan format dan protokol terbuka.
(3) Penyelenggara Platform dilarang mengenakan biaya kepada Pemerintah Daerah atas pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Spesifikasi antarmuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan pengaturan keamanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
(5) Keterhubungan pihak lain dilaksanakan berdasarkan perjanjian integrasi yang memuat otorisasi akses, persyaratan keamanan, pelindungan Data Pribadi, dan proses pendaftaran teknis.
(6) Penyelenggara Platform dapat mengenakan biaya integrasi yang wajar kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang bukan merupakan biaya kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Pasal 29
(1) Penyelenggara Platform wajib menitipkan kode sumber Platform beserta dokumentasi pembangunannya kepada pihak ketiga penyimpan yang disepakati para pihak sejak PKS ditandatangani.
(2) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
a. Penyelenggara Platform dinyatakan pailit atau bubar;
b. Penyelenggara Platform menghentikan penyelenggaraan Platform tanpa alih layanan; atau
c. terjadi keadaan lain yang disepakati dalam PKS yang mengakibatkan terhentinya Layanan Domain Publik.
(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semata-mata untuk menjamin kesinambungan Layanan Domain Publik dan tidak mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
(4) Penyelenggara Platform memberikan kepada Pemerintah Daerah lisensi darurat bersyarat sejak PKS ditandatangani, yang bersifat noneksklusif, bebas royalti, terbatas, dan tidak dapat ditarik kembali, dan yang menjadi efektif dengan sendirinya pada saat terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut.
(5) Lisensi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup hak untuk menggunakan, menggandakan, melakukan penyesuaian yang diperlukan, serta memberikan akses kepada penyedia jasa transisi yang ditunjuk, semata-mata guna menjaga kesinambungan Layanan Domain Publik sampai tersedianya sistem pengganti.

(6) Lisensi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual dan tidak memberikan hak komersialisasi.
(7) Lisensi darurat berlaku sampai dengan sistem pengganti beroperasi, dengan jangka waktu paling lama sebagaimana ditetapkan dalam PKS, dan dapat diperpanjang hanya sepanjang diperlukan untuk menjamin kesinambungan Layanan Domain Publik.
(8) Pihak yang memperoleh akses berdasarkan lisensi darurat wajib menjaga kerahasiaan kode sumber dan menandatangani perjanjian kerahasiaan.
(9) Dalam hal kerja sama berakhir, Penyelenggara Platform wajib melaksanakan serah terima kepada Pemerintah Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhirnya kerja sama, yang meliputi seluruh Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam format terbuka beserta kamus datanya, dokumentasi teknis struktur data dan mekanisme pertukaran data, serta dokumentasi operasional Layanan Domain Publik.
(10) Penyelenggara Platform wajib memberikan dukungan alih layanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya kerja sama.
(11) Simpul Data Pemerintah beserta kode sumbernya dan hasil lain yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima dan ditatausahakan sebagai barang milik daerah dan/atau aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan selesai, Penyelenggara Platform wajib menghapus atau memusnahkan Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang masih dikuasainya, kecuali data yang wajib disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN INFORMASI
Pasal 30
(1) Dalam pemrosesan Data Pribadi pada Layanan Domain Publik, sepanjang Penyelenggara Platform melakukan pemrosesan berdasarkan instruksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pengendali data pribadi dan Penyelenggara Platform berkedudukan sebagai prosesor data pribadi.
(2) Dalam pemrosesan Data Pribadi yang tujuan dan kendali pemrosesannya ditentukan sendiri oleh Penyelenggara Platform, Penyelenggara Platform berkedudukan sebagai pengendali data pribadi.
(3) Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kenyataan penguasaan tujuan dan kendali pemrosesan, dan tidak semata-mata berdasarkan penyebutan peran dalam perjanjian.
(4) Pembagian kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam PKS beserta pembagian tanggung jawabnya.
Pasal 31
(1) Pemrosesan Data Pribadi dalam EMC dilakukan dengan prinsip:
a. dasar pemrosesan yang sah;
b. pembatasan tujuan;
c. minimalisasi data;
d. akurasi dan pemutakhiran;
e. pembatasan jangka waktu penyimpanan; dan
f. keamanan pemrosesan.

(2) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi didasarkan pada persetujuan subjek data pribadi, persetujuan diperoleh secara tegas, terpisah untuk setiap tujuan pemrosesan, dan dapat ditarik kembali.
(3) Penarikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak Pengguna Jasa, Pengemudi, atau Operator atas Layanan Domain Publik.
(4) Data lokasi Pengemudi hanya diproses selama menjalankan pelayanan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan di luar penyelenggaraan angkutan dan pengawasan oleh Dinas.
Pasal 32
(1) Penyelenggara Platform menerapkan pengamanan sistem elektronik paling sedikit meliputi pengendalian akses berbasis peran, penyandian data pada saat disimpan dan dikirimkan, pencatatan jejak audit, pencadangan data, dan rencana kesinambungan layanan.
(2) Uji kerentanan dan penilaian keamanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
Pasal 33
(1) Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, Penyelenggara Platform wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diketahui.
(2) Pemberitahuan kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

BAB VIII LAYANAN DOMAIN PUBLIK
Pasal 34
(1) Layanan Domain Publik dalam EMC meliputi:
a. penyajian dan pemutakhiran Daftar Induk;
b. e-Trayek;
c. Paspor Digital Armada dan verifikasi status legalitas;
d. penyajian	informasi	jaringan	Trayek	dan	titik	perhentian	kepada masyarakat;
e. Dasbor Pimpinan; dan
f. layanan lain yang merupakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Layanan Domain Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas melalui Simpul Data Pemerintah dengan dukungan Platform.
Pasal 35
(1) Kepala Dinas menetapkan e-Trayek pada Simpul Data Pemerintah sebagai rujukan resmi jaringan Trayek di Daerah berdasarkan berita acara validasi.
(2) e-Trayek memuat paling sedikit nomor dan nama Trayek, geometri lintasan, titik perhentian, dasar hukum penetapan Trayek, dan jumlah Armada aktif yang melayani.
(3) e-Trayek digunakan sebagai bahan penataan jaringan Trayek, evaluasi kinerja pelayanan, dan penyusunan dokumen perencanaan transportasi Daerah.

(4) Penetapan e-Trayek sebagai rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggantikan keputusan penetapan jaringan Trayek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
(1) Dinas menerbitkan Paspor Digital Armada melalui Simpul Data Pemerintah bagi setiap Armada yang tercatat dalam Daftar Induk.
(2) Paspor Digital Armada memuat paling sedikit identitas Armada, Operator, Trayek yang dilayani, dan status dokumen legalitas.
(3) Status dokumen legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara otomatis pada Simpul Data Pemerintah berdasarkan masa berlaku dokumen dan dikelompokkan menjadi berlaku, akan berakhir, berakhir, atau belum ada.
(4) Paspor Digital Armada dapat diverifikasi oleh petugas dan masyarakat melalui pemindaian kode respons cepat.
(5) Paspor Digital Armada merupakan sarana informasi dan pengawasan, serta tidak menggantikan dokumen perizinan dan/atau bukti lulus uji berkala yang sah.
Pasal 37
(1) Dasbor Pimpinan menyajikan paling sedikit informasi mengenai kepatuhan dokumen legalitas Armada, kondisi jaringan Trayek, hasil rekonsiliasi data, dan capaian indikator kinerja EMC.
(2) Akses terhadap Dasbor Pimpinan diberikan secara berjenjang berdasarkan peran dan kebutuhan.
Pasal 38
(1) Layanan Domain Publik diberikan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
(2) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, penerbitan KP, dan penyelenggaraan Uji Berkala tidak dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dilarang mengaitkan, menyertakan, atau membebankan Biaya Layanan Platform atau biaya lain dalam bentuk apa pun pada penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pegawai pada Dinas dan UPTD PKB dilarang memungut, menerima, atau memperoleh bagian dari Biaya Layanan Platform.
Pasal 39
(1) Dinas wajib tetap menyediakan kanal pelayanan nonelektronik dan/atau kanal elektronik resmi Pemerintah Daerah untuk memperoleh Layanan Domain Publik.
(2) Ketersediaan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada tempat pelayanan, laman resmi Pemerintah Daerah, dan pada Platform.
(3) Pengguna Jasa, Pengemudi, dan Operator yang tidak menggunakan Platform tidak boleh diperlakukan berbeda dalam mutu, kecepatan, dan urutan pelayanan.

BAB IX
LAYANAN EKOSISTEM DAN BIAYA LAYANAN PLATFORM
Bagian Kesatu
Sifat Hubungan Hukum dan Kesesuaian Perizinan
Pasal 40
(1) Layanan Ekosistem meliputi antara lain layanan pemesanan dan pencatatan perjalanan, layanan sewa dan perjalanan bersama, layanan berlangganan, layanan kolaborasi Operator dan Koperasi Angkutan, layanan institusional, dan layanan bernilai tambah lainnya.
(2) Layanan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas dasar hubungan keperdataan antara Penyelenggara Platform dengan Operator, Pengemudi, Pengguna Jasa, dan/atau mitra lainnya.
(3) Penggunaan Layanan Ekosistem bersifat sukarela dan tidak dapat dijadikan syarat, kewajiban, atau dasar perlakuan berbeda dalam pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Daerah bukan merupakan pihak dalam hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Penyelenggaraan setiap jenis Layanan Ekosistem wajib sesuai dengan jenis pelayanan, lingkup, wilayah operasi, Trayek, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan yang dimiliki oleh Operator dan Armada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Layanan Ekosistem yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan angkutan orang tidak dalam trayek hanya dapat diberikan kepada Operator yang memiliki perizinan penyelenggaraan yang sesuai dan kepada Armada yang tercakup dalam perizinan dan/atau dokumen operasional yang dipersyaratkan serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(7) Penyediaan suatu jenis layanan pada Platform tidak merupakan pemberian izin, perluasan lingkup izin, perluasan wilayah operasi, atau perubahan Trayek.
(8) Peraturan Bupati ini tidak mengatur penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
(9) Penyelenggara Platform wajib memastikan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebelum memberikan akses suatu jenis Layanan Ekosistem kepada Operator dan/atau Armada, berdasarkan Data Induk Pemerintahan dan/atau data, dokumen, atau sumber resmi dari instansi yang berwenang.
(10) Pemastian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan pemeriksaan kelayakan atas bukti resmi dan tidak merupakan penetapan keabsahan perizinan, yang tetap menjadi kewenangan instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Kedudukan Biaya Layanan Platform
Pasal 41
(1) Biaya Layanan Platform merupakan imbalan jasa yang diperjanjikan antara Penyelenggara Platform dengan pihak pengguna Layanan Ekosistem pada sisi penyedia jasa angkutan.
(2) Biaya Layanan Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pajak daerah, retribusi daerah, atau pungutan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Peraturan Bupati ini tidak menetapkan, tidak mewajibkan, dan tidak menjadi dasar pengenaan Biaya Layanan Platform.
(4) Besaran, dasar perhitungan, dan tata cara pengenaan Biaya Layanan Platform ditetapkan oleh Penyelenggara Platform dalam perjanjian dan syarat serta ketentuan layanan yang disepakati dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan pembatasan dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 42
Pengenaan Biaya Layanan Platform dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak dikenakan atas Layanan Domain Publik;
b. tidak dibebankan kepada Pengguna Jasa sebagai tambahan di atas Tarif Resmi;
c. tidak dikenakan atas kewajiban pembayaran pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan/atau pungutan resmi lainnya kepada instansi pemerintah;
d. ditampilkan sebagai komponen tersendiri yang terpisah dari nilai tarif atau harga layanan;
e. diberitahukan kepada pihak yang menanggungnya sebelum transaksi disetujui; dan
f. tidak dikenakan secara berbeda kepada pihak dalam kondisi yang sama tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Setelmen Sisi Penyedia
Pasal 43
(1) Dalam pelayanan angkutan orang dalam trayek yang menggunakan Tarif Resmi, Tarif Resmi merupakan nilai yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa dan menjadi Nilai Transaksi Bruto.
(2) Pengguna Jasa tidak dikenakan biaya tambahan dalam bentuk apa pun di atas Tarif Resmi.
(3) Dalam hal berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat Biaya Layanan Platform, biaya tersebut beserta biaya pemrosesan pembayaran dapat diperhitungkan dari Nilai Transaksi Bruto melalui Setelmen Sisi Penyedia.
(4) Setelmen Sisi Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila:
a. didasarkan pada perjanjian tertulis atau persetujuan elektronik yang dinyatakan secara tegas oleh Operator dan/atau Pengemudi yang menanggungnya;
b. besaran dan dasar perhitungannya diberitahukan sebelum Operator dan/atau Pengemudi menyetujui penggunaan Layanan Ekosistem;
c. rincian setiap potongan dapat dilihat oleh Operator dan/atau Pengemudi pada setiap transaksi dan pada rekapitulasi berkala; dan
d. tidak diberlakukan surut.
(5) Operator dan/atau Pengemudi berhak menghentikan penggunaan Layanan Ekosistem sewaktu-waktu tanpa dikenai denda atau kewajiban lanjutan, tanpa menghapus kewajiban yang telah timbul secara sah sebelum tanggal efektif penghentian, dan penghentian tersebut tidak mengurangi haknya atas Layanan Domain Publik.
Pasal 44
(1) Biaya Layanan Platform hanya dapat dikenakan atas Layanan Ekosistem yang benar-benar diberikan oleh Penyelenggara Platform.
(2) Terhadap perjalanan yang tidak difasilitasi oleh Platform, termasuk perjalanan yang diperoleh langsung di jalan tanpa pemesanan melalui Platform, tidak dapat dikenakan Biaya Layanan Platform dalam bentuk apa pun.
(3) Terhadap perjalanan yang difasilitasi oleh Platform tetapi pembayarannya dilakukan secara tunai langsung kepada Pengemudi:
a. tidak dapat dilakukan pemotongan melalui setelmen karena tidak terdapat dana yang diselesaikan melalui PJP; dan
b. Biaya	Layanan	Platform	hanya	dapat	ditagihkan	secara	tersendiri sepanjang diperjanjikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan ditagihkan secara berkala dengan rincian yang dapat diperiksa.

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilarang dilakukan dengan cara menahan hak Pengemudi atau Operator atas transaksi lain, kecuali diperjanjikan secara tegas dan dibatasi jumlahnya.
(5) Pencatatan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap dilakukan sebagai bagian dari Layanan Domain Publik tanpa pungutan.
(6) Penyelenggara Platform dilarang mensyaratkan penggunaan pembayaran nontunai sebagai syarat pencatatan perjalanan atau sebagai syarat memperoleh akses Layanan Domain Publik.
Pasal 45
(1) Dalam hal Layanan Ekosistem berupa jasa fasilitasi pengurusan dokumen bagi Operator, pemilik Armada, atau Pengemudi, jasa tersebut hanya dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
a. bersifat	sukarela	dan	diperjanjikan	secara	tertulis	atau	melalui persetujuan elektronik;
b. tidak menghilangkan atau mempersulit akses terhadap kanal pelayanan mandiri pada Dinas yang diberikan tanpa pungutan;
c. ketersediaan kanal pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberitahukan pada antarmuka layanan sebelum transaksi disetujui;
d. nilai jasa fasilitasi ditampilkan terpisah dari nilai pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan/atau pungutan resmi lainnya; dan
e. tidak melibatkan pegawai pada Dinas atau UPTD PKB sebagai penerima manfaat.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lain.

Bagian Keempat
Keterbukaan, Keberatan, dan Larangan Pembagian Hasil
Pasal 46
(1) Penyelenggara Platform wajib mengumumkan daftar jenis dan besaran Biaya Layanan Platform pada Platform dan menyampaikan salinannya kepada Kepala Dinas.
(2) Perubahan besaran Biaya Layanan Platform diberitahukan kepada pihak yang menanggungnya dan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku.
(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk keperluan pengawasan dan tidak merupakan permohonan persetujuan.
(4) Kepala Dinas tidak berwenang menetapkan, menyetujui, atau menolak besaran Biaya Layanan Platform.
(5) Kepala Dinas dapat menyajikan informasi yang telah diumumkan oleh Penyelenggara Platform sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, dengan keterangan tegas bahwa Biaya Layanan Platform bukan merupakan tarif atau pungutan Pemerintah Daerah dan penyajian tersebut bukan merupakan persetujuan Pemerintah Daerah.
Pasal 47
(1) Pihak yang menanggung Biaya Layanan Platform berhak mengajukan keberatan kepada Penyelenggara Platform.
(2) Penyelenggara Platform wajib menanggapi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diterima.

(3) Dalam hal keberatan tidak memperoleh penyelesaian, pihak yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas untuk difasilitasi penyelesaiannya.
(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi hak para pihak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
(1) Biaya Layanan Platform merupakan hak Penyelenggara Platform.
(2) Biaya Layanan Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibagikan kepada Pemerintah Daerah, pegawai Pemerintah Daerah, Organda, Koperasi Angkutan, atau pihak lain.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap pembayaran atas jasa komersial yang benar-benar diberikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tersendiri, yang nilainya dihitung atas dasar jasa yang diberikan dan bukan atas dasar bagian dari Biaya Layanan Platform.
(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk keperluan pengawasan.
(5) Pemerintah Daerah tidak menerima pendapatan dalam bentuk apa pun dari Biaya Layanan Platform.

BAB X 
PEMBAYARAN NONTUNAI
Pasal 49
(1) Transaksi Layanan Ekosistem dapat dilakukan secara nontunai melalui QRIS.
(2) Penyelenggaraan pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PJP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai industri sistem pembayaran.
(3) Kerja sama dengan PJP dilaksanakan secara noneksklusif dan interoperabel serta tidak menghalangi integrasi dengan PJP lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Bank Indonesia.
(4) Transaksi secara tunai tetap dapat dilakukan dan tidak boleh dikurangi haknya atas pelayanan.
(5) Pencatatan perjalanan dan pemutakhiran data pada SKDT tidak boleh digantungkan pada penggunaan pembayaran nontunai.
Pasal 50
(1) Dana hasil transaksi Layanan Ekosistem diproses dan diselesaikan melalui rekening dan/atau fasilitas setelmen yang diselenggarakan oleh PJP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
(2) Penyelenggara Platform menghasilkan dan menyampaikan data transaksi serta parameter pembagian hak para pihak kepada PJP melalui integrasi teknis berdasarkan perjanjian kerja sama, sedangkan penerusan perintah pembayaran, penerimaan dana, kliring, dan penyelesaian akhir dilakukan oleh PJP sesuai dengan izin dan ketentuan Bank Indonesia.
(3) Penyelenggara Platform tidak menguasai dana Pengguna Jasa dan tidak menyelenggarakan aktivitas sistem pembayaran yang memerlukan izin Bank Indonesia.
(4) Penyaluran dana kepada Operator, Pengemudi, dan pihak lain yang berhak dilakukan melalui pemindahbukuan yang tercatat oleh PJP.
(5) Rekonsiliasi antara data setelmen PJP dan pembukuan Penyelenggara Platform dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari kerja.

(6) Rekening dan/atau fasilitas setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan rekening kas umum daerah dan tidak digunakan untuk menampung penerimaan daerah.
Pasal 51
(1) Penyelenggara Platform dilarang menerbitkan uang elektronik, menyediakan saldo pengguna, dompet elektronik, atau fasilitas pengisian ulang dana.
(2) Dalam hal berdasarkan ketentuan dan/atau penilaian Bank Indonesia kegiatan Penyelenggara Platform termasuk aktivitas sistem pembayaran yang memerlukan izin, Penyelenggara Platform wajib memperoleh izin dimaksud terlebih dahulu atau menyelenggarakan kegiatan tersebut melalui PJP berizin.
(3) Penentuan batas aktivitas sistem pembayaran yang memerlukan izin merupakan kewenangan Bank Indonesia.
(4) Merchant discount rate atau biaya sejenis atas penggunaan QRIS mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan tidak dibebankan kepada Pengguna Jasa.
Pasal 52
(1) Penyelenggara Platform menyediakan bukti transaksi elektronik bagi setiap transaksi Layanan Ekosistem.
(2) Bukti transaksi bagi Pengguna Jasa memuat nilai yang dibayarkan, Tarif Resmi atau harga yang disepakati, dan metode pembayaran, serta tidak memuat Biaya Layanan Platform sebagai komponen yang dibebankan kepada Pengguna Jasa.
(3) Laporan setelmen bagi Operator dan Pengemudi memuat Nilai Transaksi Bruto, Biaya Layanan Platform, biaya pemrosesan pembayaran, dan hak bersih yang diterima.
(4) Operator dan Pengemudi berhak memperoleh rekapitulasi penerimaan dan potongan secara berkala dalam bentuk yang dapat diunduh.

BAB XI
KEMITRAAN DAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 53
(1) Penyelenggaraan EMC dilaksanakan melalui kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan PKS sesuai dengan tahapan penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan pembebanan atau pembatasan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal kerja sama akan mengakibatkan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kerja sama tersebut ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila disyaratkan.
Pasal 54
PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) paling sedikit memuat:
a. identitas dan kedudukan para pihak, termasuk penegasan bahwa Penyelenggara Platform bukan penyelenggara angkutan umum;
b. maksud, tujuan, dan objek kerja sama;
c. lingkup komponen EMC yang diselenggarakan;

d. hak, kewajiban, dan larangan para pihak;
e. kepemilikan Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pemisahan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
f. pembangunan, pemutakhiran, sinkronisasi, dan penyerahan Simpul Data Pemerintah serta penegasan kedudukannya sebagai sumber resmi Data Induk Pemerintahan;
g. lingkup, tujuan, dan pembatasan akses data serta kedudukan dalam pemrosesan Data Pribadi;
h. standar data, interoperabilitas, dan STL EMC;
i. penegasan bahwa Layanan Domain Publik diselenggarakan tanpa pungutan;
j. mekanisme pemberitahuan besaran dan perubahan Biaya Layanan Platform serta penegasan bahwa Pemerintah Daerah tidak menerima bagian darinya;
k. penyelenggaraan pembayaran melalui PJP berizin secara noneksklusif, pembatasan peran Penyelenggara Platform pada penyampaian data transaksi dan parameter pembagian hak, serta larangan penguasaan dana pengguna;
l. keamanan informasi, penanganan insiden, dan hak audit Pemerintah Daerah;
m. penitipan kode sumber Platform, syarat penyerahannya, serta lisensi darurat kesinambungan layanan beserta jangka waktunya;
n. jangka waktu beserta dasar pertimbangannya, perpanjangan, dan evaluasi;
o. penatausahaan hasil kerja sama sebagai barang milik daerah dan/atau aset Pemerintah Daerah, termasuk berita acara serah terima, inventarisasi, dan penilaian;
p. mekanisme serah terima data, dokumentasi, dan alih layanan pada saat berakhirnya kerja sama;
q. alih pengetahuan kepada aparatur pada Dinas;
r. penyelesaian perselisihan; dan
s. ketentuan pengakhiran kerja sama.
Pasal 55
(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
(2) Jangka waktu PKS ditetapkan berdasarkan objek kerja sama, hasil studi kelayakan, kebutuhan kesinambungan pelayanan, dan jangka waktu pengembalian investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam PKS beserta dasar pertimbangannya, dan menjadi dasar jangka waktu penetapan Penyelenggara Platform.
(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan PKS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kepala Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
(5) Dalam hal jangka waktu PKS lebih dari 5 (lima) tahun, evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi reviu atas:
a. kebutuhan  dan  proporsionalitas  penggunaan  1  (satu)  Penyelenggara Platform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
b. kinerja dan pemenuhan STL EMC;
c. dampak terhadap persaingan usaha dan keterbukaan pasar;
d. realisasi	pengembalian	investasi	dibandingkan	asumsi	dalam	studi kelayakan; dan
e. kebutuhan kesinambungan pelayanan.

(6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pertimbangan perubahan atau pengakhiran PKS, sesuai dengan mekanisme perubahan atau pengakhiran yang diperjanjikan dalam PKS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 56
(1) PKS berakhir karena:
a. berakhirnya jangka waktu;
b. kesepakatan para pihak;
c. pencabutan penetapan sebagai Penyelenggara Platform;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperingatkan secara tertulis; atau
e. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Berakhirnya PKS tidak menghapuskan kewajiban serah terima data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta kewajiban pelindungan Data Pribadi.
(3) Berakhirnya PKS tidak boleh mengakibatkan terhentinya Layanan Domain Publik.

BAB XII
PELINDUNGAN PENGGUNA JASA, PENGEMUDI, DAN OPERATOR
Pasal 57
(1) Kepala Dinas menetapkan STL EMC.
(2) STL EMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat indikator ketersediaan layanan, batas waktu sinkronisasi status legalitas, kecepatan tanggapan pengaduan, keakuratan data, ketepatan waktu penyaluran dana, dan keterbukaan informasi biaya.
(3) STL EMC tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dituangkan lebih lanjut sebagai tingkat layanan yang diperjanjikan dalam PKS.
(4) STL EMC bukan merupakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pelayanan minimal.
Pasal 58
(1) Penyelenggara Platform wajib menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses melalui Platform dan sarana komunikasi lain.
(2) Pengaduan ditindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
(3) Dinas	menyediakan	kanal	pengaduan	atas	penyelenggaraan	EMC	dan menindaklanjutinya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.
(4) Rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan dan dibahas dalam Forum.
Pasal 59
(1) Penyelenggara Platform dilarang melakukan pemutusan akses, penurunan peringkat, atau tindakan lain yang merugikan Pengemudi dan Operator tanpa pemberitahuan tertulis yang memuat alasan.
(2) Pengemudi dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan keberatan dan memperoleh tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Penyelenggara Platform dilarang menerapkan mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa Pengemudi melampaui batas waktu kerja yang wajar atau mengabaikan aspek keselamatan.
(4) Penyelenggara Platform dilarang mengubah secara sepihak besaran Biaya Layanan Platform atau ketentuan Setelmen Sisi Penyedia tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2).
Pasal 60
(1) Penyelenggara Platform hanya dapat memberikan akses Layanan Ekosistem kepada Armada yang tercatat dalam Daftar Induk dan memiliki dokumen legalitas yang berlaku.
(2) Dalam hal dokumen legalitas suatu Armada berakhir, Penyelenggara Platform menonaktifkan akses Armada tersebut atas Layanan Ekosistem sampai dengan dokumen dimaksud diperbarui.
(3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Operator dan Pengemudi yang bersangkutan disertai alasannya.
(4) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak Operator dan Pengemudi atas Layanan Domain Publik.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 61
(1) Bupati	melakukan	pembinaan	terhadap	penyelenggaraan	EMC	yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan fasilitasi.
Pasal 62
(1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban dan kepatuhan terhadap larangan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan berkala, pemeriksaan dokumen, uji petik lapangan, dan audit.
(3) Pemerintah Daerah berhak melakukan audit terhadap Platform yang meliputi audit kepatuhan data, audit keamanan informasi, dan audit keterbukaan komponen biaya serta ketepatan Setelmen Sisi Penyedia.
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersama aparat pengawas internal pemerintah dan/atau pihak independen yang ditunjuk.
(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tetap menghormati kerahasiaan kekayaan intelektual Penyelenggara Platform.
Pasal 63
(1) Kepala Dinas menyusun laporan penyelenggaraan EMC dan menyampaikannya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat capaian indikator kinerja, hasil evaluasi Penyelenggara Platform, rekapitulasi pengaduan, dampak terhadap Pengemudi dan Operator, serta permasalahan beserta rencana tindak lanjut.
(3) Indikator kinerja penyelenggaraan EMC diselaraskan dengan indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4) Pelaporan penerapan inovasi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai inovasi daerah.

BAB XIV
TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARA PLATFORM
Pasal 64
(1) Penyelenggara Platform yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 26 ayat (5), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 40 ayat (9), Pasal 43 ayat (4), Pasal 46, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60, atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 51 dikenai tindakan administratif.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsekuensi atas tidak terpenuhinya syarat penetapan sebagai Penyelenggara Platform dan/atau ketentuan PKS, serta melekat pada Keputusan Bupati mengenai penetapan dan pada hak akses terhadap Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara akses terhadap Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
c. penghentian sementara penyelenggaraan komponen Layanan Ekosistem tertentu; dan/atau
d. pencabutan penetapan sebagai Penyelenggara Platform.
Pasal 65
(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender.
(2) Dalam hal teguran tertulis tidak dipenuhi, dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan pelanggaran tidak diperbaiki, atau terjadi pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, atau huruf h, dikenakan tindakan berupa pencabutan penetapan sebagai Penyelenggara Platform.
(4) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas, dan pencabutan penetapan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(5) Sebelum tindakan administratif dilakukan, Penyelenggara Platform diberi kesempatan menyampaikan penjelasan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Pengenaan tindakan administratif tidak boleh mengakibatkan terhentinya Layanan Domain Publik dan tidak menghapuskan kewajiban serah terima data.
(7) Pengenaan tindakan administratif tidak mengurangi ketentuan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lain.
Pasal 66
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) oleh pegawai pada Dinas atau UPTD PKB dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lain.

BAB XV PENDANAAN
Pasal 67
(1) Pendanaan penyelenggaraan EMC yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Platform menjadi tanggung jawab Penyelenggara Platform dan tidak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap modul tertentu yang dipesan dan dibiayai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9), yang bukan merupakan bagian inti Platform dan tunduk pada ketentuan mengenai aplikasi khusus serta barang milik daerah.
(4) Penyediaan infrastruktur pusat data untuk Simpul Data Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
(1) Kegiatan pengembangan dan uji coba ekosistem mobilitas cerdas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Kesepakatan bersama dan/atau perjanjian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini berlaku wajib disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
(3) Pihak ketiga yang telah menyelenggarakan platform ekosistem mobilitas cerdas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku wajib mengajukan penetapan sebagai Penyelenggara Platform paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
(4) Selama masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan yang dapat dilanjutkan terbatas pada uji coba dan perintisan yang bersifat nonkomersial.
(5) Pengenaan Biaya Layanan Platform dan pengoperasian Layanan Ekosistem secara komersial hanya dapat dilakukan setelah PKS ditandatangani dan penetapan sebagai Penyelenggara Platform diterbitkan.
(6) Simpul Data Pemerintah wajib beroperasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Pasal 70
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 		2026
BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR …… TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG

ARSITEKTUR DAN KOMPONEN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS
A. Lapisan Penyelenggaraan
Ekosistem Mobilitas Cerdas disusun dalam 3 (tiga) lapisan yang dipisahkan secara tegas menurut rezim hukum yang berlaku atasnya.

	Lapisan
	Objek
	Rezim Hukum
	Pengenaan Biaya Layanan Platform

	Lapisan Domain Publik
	Daftar Induk dan SKDT; e-Trayek; Paspor Digital Armada dan verifikasi; penghitungan status legalitas otomatis;	Dasbor	Pimpinan; informasi jaringan Trayek bagi masyarakat
	Hukum administrasi negara; kewenangan Bupati
	Tidak ada. Diberikan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun

	Lapisan Ekosistem
	Kanal layanan masyarakat; layanan sewa dan perjalanan bersama; layanan berlangganan; kanal kolaborasi Operator, Koperasi Angkutan, dan Organda; layanan institusional; layanan bernilai tambah
	Hukum keperdataan; perlindungan konsumen
	Dapat dikenakan pada sisi penyedia jasa berdasarkan perjanjian, dengan	pembatasan sebagaimana		diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45

	Lapisan Kemitraan
	Hubungan hukum kerja sama daerah antara Pemerintah Daerah dan	Penyelenggara	Platform (Kesepakatan Bersama dan PKS). Organda, Koperasi Angkutan, dan Operator berkedudukan sebagai pemangku kepentingan dalam tata kelola, bukan pihak dalam kerja sama daerah tersebut, kecuali terdapat perjanjian tersendiri
	Kerja sama daerah
	Tidak diatur besarannya dalam Peraturan Bupati ini



B. Komponen Lapisan Domain Publik

	No.
	Komponen
	Keluaran
	Penanggung Jawab

	1
	Basis	data	terpadu angkutan
	Daftar Induk Armada aktif per jenis pelayanan dan/atau Trayek beserta Operator dan pemilik Armada
	Dinas

	1a
	Simpul Data Pemerintah
	Sumber resmi Data Induk Pemerintahan dalam EMC beserta antarmuka pertukaran datanya; ditempatkan pada pusat data Pemerintah Daerah; kode sumber milik Pemerintah Daerah
	Perangkat Daerah bidang komunikasi	dan informatika

	2
	Registrasi Trayek Digital (e-Trayek)
	Register digital jaringan Trayek, geometri lintasan, dan titik perhentian yang ditetapkan sebagai rujukan
	Dinas

	3
	Penghitungan	status legalitas otomatis
	Status berlaku, akan berakhir, berakhir, atau belum ada atas dokumen legalitas Armada dan Pengemudi
	Dinas dan UPTD PKB

	4
	Paspor Digital Armada
	Identitas	digital	Armada	dengan	kode respons cepat dan halaman verifikasi publik
	Dinas

	5
	Dasbor Pimpinan
	Penyajian situasi kepatuhan, jaringan Trayek, rekonsiliasi, dan capaian indikator kinerja
	Dinas

	6
	Pertukaran data
	Antarmuka	pemrograman	aplikasi	dan berkas data dalam format terbuka
	Dinas	dan	Perangkat Daerah			bidang




	No.
	Komponen
	Keluaran
	Penanggung Jawab

	
	
	
	komunikasi	dan informatika



C. Komponen Lapisan Ekosistem

	No.
	Kelompok Layanan
	Uraian

	1
	Kanal layanan masyarakat
	Pencarian Trayek, pemesanan, pencatatan perjalanan, dan pembayaran nontunai

	2
	Layanan sewa dan perjalanan bersama
	Pemesanan satu unit Armada dan perjalanan bersama dengan harga kesepakatan yang tercatat

	3
	Layanan berlangganan
	Layanan antar-jemput berkala bagi pelajar dan pengguna lain

	4
	Kanal kolaborasi Operator dan Koperasi Angkutan
	Pemutakhiran data Armada dan keanggotaan, pelaporan, dan komunikasi antaranggota

	5
	Layanan institusional
	Permintaan penawaran, kontrak, dan penagihan bagi instansi, sekolah, dan badan usaha

	6
	Layanan bernilai tambah
	Layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Setiap kelompok layanan pada huruf C hanya dapat ditawarkan kepada Operator dan Armada yang jenis pelayanan, lingkup, wilayah operasi, Trayek, dan/atau izin penyelenggaraan angkutannya memang mengizinkan layanan tersebut. Penyediaan suatu jenis layanan pada Platform tidak merupakan pemberian atau perluasan izin.

D. Alur Data Pokok
Setiap urusan yang diselesaikan dalam Ekosistem Mobilitas Cerdas memperbarui Sumber Kebenaran Data Tunggal dengan alur sebagai berikut:
1. pendaftaran atau pemutakhiran data Armada oleh Operator;
2. validasi oleh Dinas dan pencatatan pada Daftar Induk;
3. penghitungan status legalitas secara otomatis;
4. penerbitan Paspor Digital Armada;
5. verifikasi lapangan oleh petugas dan masyarakat melalui pemindaian kode respons cepat;
6. pencatatan perjalanan pada Layanan Ekosistem;
7. pengolahan data perjalanan menjadi informasi jaringan Trayek dan penyajian pada Dasbor Pimpinan; dan
8. pemanfaatan hasil pengolahan sebagai bahan penataan jaringan Trayek, penetapan Tarif Resmi, dan kebijakan subsidi.

E. Pemisahan Kedudukan Sistem, Kepemilikan, dan Penempatan

	Objek
	Kedudukan Hukum
	Kepemilikan
	Penempatan

	Simpul	Data
Pemerintah
	Aplikasi		khusus Pemerintah	Daerah; sumber resmi Data Induk Pemerintahan
	Pemerintah	Daerah, termasuk kode sumber
	Pusat	data	Pemerintah Daerah

	Model tata kelola, rancang bangun proses bisnis, standar dan kamus data, SOP
	Inovasi	daerah; kekayaan intelektual sepanjang memenuhi persyaratan
	Pemerintah	Daerah;
tidak	dapat
dikomersialisasikan
	Dokumen	dan	sistem Pemerintah Daerah

	Daftar Induk, e-Trayek, Data	Induk
Pemerintahan,	hasil administrasi pemerintahan
	Aset data dan dokumen Pemerintah	Daerah; bukan objek kekayaan intelektual		kecuali memenuhi persyaratan
	Pemerintah Daerah
	Simpul Data Pemerintah

	Platform (kode sumber, arsitektur, kerangka kerja,	algoritma, antarmuka pengguna, pustaka, merek)
	Sistem Elektronik milik pihak ketiga; bukan aplikasi	sistem pemerintahan berbasis elektronik
	Penyelenggara Platform
	Infrastruktur Penyelenggara Platform

	Data	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
	Aset data Pemerintah Daerah
	Dalam penguasaan dan tata kelola Pemerintah Daerah
	Simpul Data Pemerintah dan cerminannya pada Platform

	Kode sumber Platform yang dititipkan
	Jaminan kesinambungan layanan; disertai lisensi darurat terbatas bagi Pemerintah Daerah
	Tetap	Penyelenggara Platform
	Pihak ketiga penyimpan


F. Penguasaan Data (Data Mastership)

	Kelompok Data
	Contoh
	Sumber Resmi
	Arah Sinkronisasi

	Data	Induk
Pemerintahan
	Daftar Induk; e-Trayek; status legalitas resmi; penerbitan dan pencabutan Paspor Digital Armada; keluaran administrasi pemerintahan
	Simpul	Data Pemerintah
	Ditetapkan	pada	Simpul, dicerminkan ke Platform

	Data	Operasional Ekosistem
	Pemesanan;	transaksi;	interaksi pengguna; analitik komersial
	Platform
	Dihasilkan pada Platform, dikirim ke Simpul sesuai kebutuhan pengawasan


Perubahan status legalitas disinkronkan sesegera mungkin setelah terjadi dan paling lambat sesuai batas waktu dalam Standar Tingkat Layanan; data lainnya disinkronkan paling sedikit sekali sehari. Dalam hal terdapat perbedaan, data pada Simpul Data Pemerintah yang berlaku.

G. Alur Setelmen Sisi Penyedia
Pada pelayanan angkutan orang dalam trayek yang menggunakan Tarif Resmi, alur penyelesaian transaksi adalah sebagai berikut:
1. Pengguna Jasa membayar sebesar Tarif Resmi, tanpa tambahan biaya dalam bentuk apa pun; nilai tersebut menjadi Nilai Transaksi Bruto;
2. dana diproses dan diselesaikan melalui rekening dan/atau fasilitas setelmen yang diselenggarakan oleh PJP berizin;
3. Penyelenggara Platform menghasilkan dan menyampaikan data transaksi serta parameter pembagian hak para pihak kepada PJP, tanpa meneruskan perintah pembayaran dan tanpa menguasai dana Pengguna Jasa;
4. dari Nilai Transaksi Bruto diperhitungkan Biaya Layanan Platform dan biaya pemrosesan pembayaran sesuai perjanjian tertulis dengan Operator dan/atau Pengemudi;
5. sisanya disalurkan kepada Operator dan/atau Pengemudi melalui pemindahbukuan yang tercatat oleh PJP; dan
6. rincian potongan ditampilkan pada setiap transaksi dan pada rekapitulasi berkala yang dapat diunduh.
Perjalanan yang tidak difasilitasi oleh Platform tidak dikenai Biaya Layanan Platform. Terhadap perjalanan yang difasilitasi Platform tetapi dibayar tunai, tidak dilakukan pemotongan melalui setelmen; Biaya Layanan Platform hanya dapat ditagihkan tersendiri sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR …… TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG

STANDAR TINGKAT LAYANAN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS
A. Standar Layanan Domain Publik

	No.
	Indikator
	Standar Minimal

	1
	Ketersediaan layanan sistem
	Paling rendah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam 1 (satu) bulan

	2
	Pemutakhiran status legalitas resmi pada Simpul Data Pemerintah
	Paling lambat 1 (satu) jam sejak perubahan dokumen tercatat pada sumber resmi

	3
	Kesesuaian Daftar Induk dengan register Dinas
	Paling rendah 95% (sembilan puluh lima persen) Armada aktif tervalidasi

	4
	Waktu tanggap verifikasi Paspor Digital Armada
	Paling lama 5 (lima) detik pada kondisi jaringan normal

	5
	Penyajian Dasbor Pimpinan
	Diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari kerja

	6
	Penyediaan salinan data kepada Pemerintah Daerah
	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan

	7
	Pencerminan status legalitas pada Platform
	Paling lambat 1 (satu) jam setelah perubahan pada Simpul Data Pemerintah

	7a
	Sinkronisasi data lainnya ke Simpul Data Pemerintah
	Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari

	8
	Biaya kepada pengguna
	Nihil



B. Standar Layanan Ekosistem

	No.
	Indikator
	Standar Minimal

	1
	Keterbukaan komponen biaya
	Seluruh komponen biaya ditampilkan terpisah dan terbaca sebelum transaksi disetujui

	2
	Pemberitahuan ketersediaan kanal pelayanan mandiri tanpa pungutan
	Ditampilkan pada setiap antarmuka jasa fasilitasi sebelum transaksi disetujui

	2a
	Keterbukaan potongan Setelmen Sisi Penyedia
	Rincian potongan tampil pada setiap transaksi dan pada rekapitulasi berkala yang dapat diunduh

	3
	Waktu tanggap	pengaduan	oleh Penyelenggara Platform
	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja

	4
	Waktu tanggap	pengaduan	oleh Dinas
	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja

	5
	Waktu tanggap keberatan atas Biaya Layanan Platform
	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja

	6
	Pemberitahuan perubahan besaran Biaya Layanan Platform
	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlaku, tanpa berlaku surut

	7
	Penyaluran dana kepada pihak yang berhak
	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dana dinyatakan dapat disalurkan

	8
	Rekonsiliasi	data	setelmen	PJP dengan pembukuan
	Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari kerja

	9
	Penyediaan	bukti	transaksi elektronik
	Diterbitkan pada setiap transaksi

	10
	Pemberitahuan pemutusan akses Pengemudi atau Operator
	Disampaikan secara tertulis disertai alasan sebelum pemutusan berlaku



C. Indikator Kinerja Penyelenggaraan

	No.
	Indikator Kinerja
	Keterkaitan dengan Sasaran Daerah

	1
	Persentase Armada aktif yang tercatat pada Daftar Induk
	Kinerja lalu lintas kabupaten dan rasio konektivitas

	2
	Persentase Armada dengan status dokumen legalitas berlaku
	Persentase	perusahaan	angkutan	umum tersertifikasi sistem manajemen keselamatan

	3
	Jumlah Trayek yang tervalidasi pada e-Trayek
	Rasio konektivitas kabupaten

	4
	Frekuensi pemanfaatan Dasbor Pimpinan dalam pengambilan keputusan
	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

	5
	Jumlah perjalanan tercatat pada Layanan Ekosistem
	Kinerja lalu lintas kabupaten

	6
	Persentase pengaduan	yang	diselesaikan tepat waktu
	Mutu pelayanan publik



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR …… TAHUN 2026 TENTANG
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MUATAN MINIMAL PERJANJIAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN EKOSISTEM MOBILITAS CERDAS
Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Ekosistem Mobilitas Cerdas paling sedikit memuat klausul sebagai berikut.

	No.
	Klausul
	Muatan Pokok

	1
	Para pihak dan kedudukan
	Identitas, dasar kewenangan bertindak, dan penegasan bahwa Penyelenggara Platform bukan penyelenggara angkutan umum

	2
	Objek dan lingkup
	Rincian komponen Lapisan Domain Publik dan Lapisan Ekosistem yang diselenggarakan

	3
	Nirpungutan atas layanan wajib
	Penegasan bahwa seluruh komponen Lapisan Domain Publik diselenggarakan tanpa pungutan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat

	3a
	Kesesuaian perizinan
	Kewajiban memastikan setiap jenis Layanan Ekosistem hanya diberikan kepada Operator dan Armada yang izin serta ruang operasinya sesuai; penegasan bahwa penyediaan layanan bukan pemberian atau perluasan izin

	4
	Kedudukan data
	Penegasan bahwa Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berada dalam penguasaan dan tata kelola Pemerintah Daerah serta merupakan aset data Pemerintah Daerah, beserta hak akses, salin, dan pindah data sewaktu-waktu

	5
	Kekayaan intelektual
	Pemisahan tegas antara kekayaan intelektual Pemerintah Daerah, kekayaan intelektual Penyelenggara Platform, dan kekayaan intelektual bersama; lisensi noneksklusif tanpa biaya yang tidak dapat ditarik kembali selama kerja sama

	5a
	Simpul Data Pemerintah
	Pembangunan, pemutakhiran otomatis, penyerahan kode sumber, dan penempatan pada pusat data Pemerintah Daerah

	6
	Pelindungan data pribadi
	Kedudukan	pengendali	dan	prosesor,	dasar	pemrosesan, pembatasan tujuan, retensi, subprosesor, dan penanganan insiden

	7
	Standar dan tingkat layanan
	Standar data, kamus data, interoperabilitas, dan pemenuhan Standar Tingkat Layanan Ekosistem Mobilitas Cerdas

	8
	Keterbukaan biaya
	Kewajiban menampilkan komponen biaya secara terpisah, pemberitahuan perubahan tanpa berlaku surut, larangan pengenaan pada layanan wajib, dan penegasan bahwa Pemerintah Daerah serta pihak lain tidak menerima bagian

	8a
	Setelmen Sisi Penyedia
	Dasar persetujuan tertulis, keterbukaan potongan per transaksi, larangan pembebanan kepada Pengguna Jasa di atas Tarif Resmi, dan hak berhenti tanpa denda

	9
	Pembayaran
	Penyelesaian melalui PJP berizin, larangan penguasaan dana pengguna oleh Penyelenggara Platform, larangan menerbitkan uang elektronik dan menyimpan saldo, serta rekonsiliasi harian

	10
	Keamanan dan audit
	Pengendalian akses, penyandian, jejak audit, uji kerentanan berkala, dan hak audit Pemerintah Daerah

	11
	Batas kedudukan
	Penegasan tidak adanya hak tunggal atas pasar, jaminan pangsa, jaminan pendapatan, atau jaminan perpanjangan, serta kewajiban membuka antarmuka bagi pihak lain

	11a
	Penitipan kode sumber
	Pihak penyimpan, syarat penyerahan, dan penegasan bahwa penyerahan tidak mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual

	11b
	Lisensi	darurat kesinambungan
	Lisensi noneksklusif, bebas royalti, terbatas dan sementara untuk menggunakan, menggandakan, menyesuaikan, dan memberi akses kepada penyedia jasa transisi; berakhir saat sistem pengganti beroperasi; tanpa hak komersialisasi




	No.
	Klausul
	Muatan Pokok

	11c
	Kekayaan intelektual latar belakang
	Penegasan bahwa modul yang dipesan dan dibiayai Pemerintah Daerah tidak mencakup inti Platform, kerangka kerja, pustaka bersama, perkakas, algoritma, dan komponen guna ulang milik Penyelenggara Platform

	12
	Jangka waktu dan evaluasi
	Jangka waktu PKS beserta dasar pertimbangannya (objek kerja sama, studi kelayakan, kesinambungan pelayanan, pengembalian investasi), tata cara perpanjangan, dan evaluasi tahunan

	12a
	Penatausahaan aset
	Berita acara serah terima, inventarisasi, penilaian, dan pencatatan Simpul Data Pemerintah serta hasil lain sebagai barang milik daerah

	12b
	Kemitraan pembayaran
	Kerja	sama	dengan	PJP	berizin	secara	noneksklusif	dan interoperabel

	13
	Pengakhiran	dan	alih layanan
	Sebab pengakhiran, serah terima data dan dokumentasi, dukungan alih layanan, serta penghapusan data

	14
	Kesinambungan layanan
	Jaminan bahwa pengakhiran kerja sama tidak menghentikan Layanan Domain Publik

	15
	Alih pengetahuan
	Program pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pada Dinas

	16
	Penyelesaian perselisihan
	Musyawarah, mediasi, dan forum penyelesaian yang dipilih para pihak




BUPATI SUMEDANG,
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